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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Proses pemberian ganti kerugian dan tahap yang terjadi pada pengadaan 

tanah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 

responden puas dengan pemberian ganti kerugian yang telah diberikan oleh 

pemerintah, karena penggantian kerugian yang diberikan merupakan adalah 

ganti kerugian yaitu bahkan 2 kali lipat dari harga normal yang terjadi di 

Kelurahan Purwomartani sehingga tidak timbul konflik antara pihak. 

B. Saran  

Dalam menentukan nilai ganti kerugian yang terjadi di Kelurahan 

Purwomartani, pemilik tanah yang diundang mengikuti musyawarah, harus 

ada dialog tentang besaran ganti kerugian yang telah dinilai oleh Tim 

Penilai, pemilik tanah tidak hanya mendengarkan dan langsung diberikan 

nilai ganti kerugian yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang sudah 

ditetapkan. 
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